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	        Peran saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator ) diperlukan untuk mengungkap tuntas  tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan terorganisir. Hak justice collaborator untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan pemidanaan telah diatur dalam Undang-Undang LPSK, Peraturan Bersama dan Surat Edaran Mahkamah Agung.  Agar peran justice collaborator dalam memberikan informasi dapat optimal diperlukan kesamaan pemahaman di antara para penegak hukum  mengenai aturan hukum yang mengatur tentang pemberian status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator) dan hak-hak saksi pelaku yang bekerjasama, sehingga  tersangka atau terdakwa yang bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerjasama benar-benar mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang menjadi haknya. Hal ini akan mendorong seorang tersangka atau terdakwa bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator )


	
	
	


PENDAHULUAN
Kedudukan saksi sangatlah penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hal ini terbukti dengan rumusan Pasal 184 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama dalam penyebutan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Dalam perkara pidana  alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.
 Pasal 1 angka 26 KUHAP mengatur bahwa “yang dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
Selain saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur pula tentang saksi pelaku yaitu “ tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. Dalam penanganan tindak pidana korupsi muncul istilah Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran ( SEMA ) Nomor 4 Tahun 2011 untuk memberikan instruksi kepada para hakim agar memberikan perlakuan khusus kepada orang-orang yang masuk kategori sebagai pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam bentuk antara lain memberikan keringanan pidana ataupun bentuk perlindungan hukum lainnya.
Kejahatan merupakan masalah sosial yang secara umum  dihadapi oleh banyak negara. Dari waktu ke waktu, kejahatan mengalami perkembangan baik jenis kejahatan, subyek kejahatan maupun cara melakukan kejahatannya. Dalam perkembangannya, kejahatan tidak lagi dilakukan oleh orang perseorangan, tetapi dapat juga dilakukan oleh korporasi dan dilakukan secara terorganisir. 

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan terorganisir. Dalam penanganan tindak pidana korupsi memunculkan beberapa istilah baru antara lain sebutan justice collaborator yang dalam Undang-Undang diartikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Munculnya “tokoh” justice collaborator ini memberi harapan baru dalam penanganan tindak pidana korupsi, karena dengan adanya saksi yang juga adalah pelaku yang mau bekerjasama diharapkan perkara tindak pidana korupsi dapat diungkap sampai tuntas. 

Mengingat sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi yang demikian rumit, maka diperlukan upaya yang luar biasa untuk dapat menangani dan memberantasnya. Salah satu upaya agar tindak pidana korupsi dapat diusut  sampai tuntas adalah dengan memanfaatkan kedudukan saksi pelaku yang mau bekerjasama. Kesediaan saksi pelaku untuk bekerjasama ini oleh Undang-Undang diberikan reward atau penghargaan antara lain berupa keringanan penjatuhan pidana.

Meskipun Undang-Undang telah mengatur bahwa bagi saksi pelaku yang bekerjasama diberikan penghargaan berupa keringanan pidana, tetapi dalam prakteknya ketentuan mengenai pemberian penghargaan berupa  keringanan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator ) belum sepenuhnya berjalan. Masih terdapat putusan pengadilan yang belum mempertimbangkan status terdakwa sebagai justice collaborator.
METODE PENELITIAN
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dapat dikembangkan melalui sarana penelitian. “Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah”.
 
“Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus ( case study “ yaitu studi kasus terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum”.
 Pendekatan kasus dilakukan “dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
  Dalam penelitian ini hendak dikaji reasoning atau pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan . “Menurut Muladi, mengkaji putusan hakim merupakan hal yang selalu menarik, sebab produk yudikatif tersebut merupakan suatu keluaran dari suatu proses sosial yang cukup kompleks”.
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi pustaka dengan pengumpulan data yang berasal dari perpustakaan maupun tempat lain.
  Data yang hendak dianalisis berupa data sekunder yang berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer “adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan  dan  putusan hakim”.

2. Bahan Hukum sekunder berupa “semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.

Data utama yang hendak dianalisis dalam  penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui  studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis data  menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu “metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini”.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Collaborator)
Undang-Undang  No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang siapa yang dimaksud “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. ( Pasal 1 Angka 2 ).

Dalam Pasal 1 Angka 3  Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Jaksa Agung Republik Indonesia, Kapala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M. HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/ A/JA/12/2011, Nomer 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama diatur bahwa “saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”.

Dalam Peraturan Bersama tersebut juga diatur bahwa “untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/ atau terorganisir,

b.
memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/ atau terorganisir,

c.
bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya,

d.
kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis, dan

e.
adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya”.

B.
Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Collaborator) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator merupakan sesuatu yang baru di Indonesia.
“Gagasan awal untuk mengaturnya dalam aturan domestik dapat dilacak dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Tidak banyak penjelasan yang dapat digali tentang latar belakang perlunya pengaturan tersebut, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa aturan tersebut sudah diatur dalam Konvensi Anti Korupsi PBB dan Indonesia sebagai negara pihak ( state party )berkewajiban melaksanakannya”. 

“Gagasan untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerjasama dalam membongkar tindak pidana transnational organized crime di Indonesia dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, sulitnya membongkar kejahatan transnational organized crime karena kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan secara terorganisasi, terencana, dan tersembunyi, sehingga untuk membongkar kejahatan tersebut dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Mereka ini yang apabila mau secara terbuka memberikan info dan kesaksian kepada aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum akan mendapatkan alat bukti yang cukup untuk digunakan menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting. Kedua, praktek menggunakan informasi dari tersangka dan terdakwa tersebut sudah dipraktekkan di beberapa negara seperti Amerika serikat dan beberapa negara di Eropa seperti Italia. Dari kasus-kasus yang ditangani, telah berhasil mengungkap dan membongkar  kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mafia. Ketiga, dalam rangka melindungi hak asasi manusia Tersangka atau Terdakwa yang diatur dalam sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia”.

Saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator ) di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

1.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

2.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana ( Whistleblower ) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

3.
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Jaksa Agung Republik Indonesia, Kapala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M. HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/ A/JA/12/2011, Nomer 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama
Dalam peraturan perundang-undangan  tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemberian status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator )dapat menjadi alasan peringanan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) juga telah dikenal alasan yeng meringankan penjatuhan pidana.  Alasan peringanan pidana yang diatur dalam KUHP antara lain adalah percobaan tindak pidana dan pembantuan. Dalam persidangan perkara pidana, dalam menjatuhkan putusan,  hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi sifat baik pelaku sebagai hal yang meringankan.
Instrumen hukum yang mengatur tentang 
justice collaborator telah cukup lengkap. Dalam peraturan perundang-undangan diatur bahwa sebagai seorang justice collaborator disediakan reward atau penghargaan berupa peringanan pidana. Meskipun instrumen hukum telah tersedia tetapi dalam kenyataan praktek peradilan belum sepenuhnya berjalan. Dalam beberapa kasus seorang yang sudah ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama ( justice collaborator ) tidak mendapatkan keringanan pidana. Putusan Pengadilan Tipikor terhadap Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam perkara tindak pidana korupsi proyek E KTP, Hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara ditambah denda 1 Milyar Rupiah subsider 6 bulan kurungan ditambah membayar uang pengganti sebesar 1,186 Milyar Rupiah. Dalam pertimbangannya, Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara tersebut, terdakwa telah terus terang mengakui kejahatan yang dilakukannya dan mengungkap pelaku-pelaku lainnya. Dengan alasan tersebut Majelis berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan terdakwa sebagai justice collaborator. Akan tetapi  dalam putusannya majelis hakim tetap akan mempertimbangkan secara menyeluruh tentang perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk akibat yang ditimbulkannya.
 Di tingkat banding, Pengadilan tinggi menjatuhkan vonis 11 tahun penjara ditambah denda 1 Milyar Rupiah subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 1,186 Milyar Rupiah subsider 3 tahun kurungan. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi membatalkan status Andi Narogong sebagai Justice Collaborator. Majelis berpendapat bahwa peran terdakwa sangat dominan dalam perkara tersebut, mulai dari penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek E-KTP hingga negara dirugikan trilyunan rupiah, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku utama.

 Di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda 1 Milyar Rupiah subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 1,186 Milyar Rupiah subsider 3 tahun kurungan.

Contoh kasus yang lain adalah perkara tindak pidana korupsi oleh terdakwa Kosasih Abbas dalam perkara korupsi pemasangan SHS Tahun anggaran 2007 dan 2008.

“Dalam putusan Pengadilan Tipikor terhadap terdakwa Kosasih Abbas dalam perkara pengadaan dan pemasangan SHS ( Solar Home System ) tahun anggaran  2007-2008  menjatuhkan vonis berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebanyak 150 juta Rupiah subsider 3 bulan kurungan dan wajib membayar uang pengganti sebesar 550 juta Rupiah”.
 
Dalam putusannya hakim tidak menyebut dan tidak mempertimbangkan status Kosasih sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. 
“Hakim hanya mempertimbangkan posisi Terdakwa Kosasih dalam hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan sehingga berperilaku kooperatif, mengabdikan pada negara sebagai pegawai negeri sipil sudah cukup lama, berlaku sopan di persidangan, dan mempunyai tanggungan keluarga. Tidak ada pertimbangan yang tegas menyatakan peran Kosasih sebagai JC seperti yang dinyatakan dalam tuntutan jaksa”.

“Harusnya putusan pengadilan bisa memberikan “terobosan baru” dalam hal menyusun hal-hal yang meringankan bagi Kosasih dengan mempertimbangkan “tuntutan jaksa penuntut umum” dan secara tegas menyatakan bahwa Kosasih merupakan justice collaborator, melalui hal-hal yang meringankan tersebut”.
 
Putusan Pengadilan Tinggi DKI dalam perkara Terdakwa Kosasih adalah menguatkan putusan Pengadilan Tipikor. Dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan peran Kosasih sebagai Justice Collaborator. Di Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung menolak kasasi dari pemohon dan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 5 tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar 200 juta Rupiah subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 2.388.975.500 subsider 1 tahun kurungan.

Dalam putusan pengadilan yang dikemukakan tersebut terlihat bahwa di antara penegak hukum belum ada kesamaan pemahaman dalam membaca dan menerapkan  peraturan perundang-undangan sehingga perlu adanya forum yang dapat melahirkan kesamaan pemahaman para penegak hukum dalam membaca dan  menerapkan aturan tentang justice collaborator. Dengan demikian tidak terjadi penolakan status justice collaborator yang sudah disetujui kemudian dibatalkan oleh penegak hukum yang lain dan ada kepastian bagi tersangka atau terdakwa yang bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerjasama bahwa ia akan mendapatkan keringanan dalam penjatuhan pidana.  Hal ini  akan mendorong  tersangka atau terdakwa bersedia bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana korupsi hingga tuntas. Selain itu agar penegakan hukum dibidang tindak pidana korupsi berjalan optimal , dibutuhkan peraturan tentang justice collaborator yang lebih kuat dan mengikat semua penegak hukum, bisa berupa Peraturan Presiden atau   berbentuk Undang-Undang  yang mengikat semua penegak hukum. 

Pemberian status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator)membutuhkan pertimbangan yang matang. Persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus terpenuhi. Pemberian status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator ) harus dilakukan dengan hati-hati, jangan hanya karena seseorang kooperatif dalam proses penyidikan dan pemeriksaan perkara di persidangan kemudian diberikan status sebagai justice collaborator.

KESIMPULAN
Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa peran saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator ) diperlukan untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan terorganisir. Hak justice collaborator untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan pemidanaan telah diatur dalam Undang-Undang LPSK, Peraturan Bersama dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Agar dapat mengikat semua penegak hukum diperlukan suatu peraturan tentang justice collaborator  yang berbentuk Undang-Undang.  Selain itu diperlukan kesamaan pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur tentang pemberian status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dan hak-hak saksi pelaku yang bekerjasama, sehingga  tersangka atau terdakwa yang bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerjasama benar-benar mendapatkan perindungan dan penghargaan yang menjadi haknya. Hal ini akan mendorong seorang tersangka atau terdakwa bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator )
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